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halwe dalim rangloa peroepiatan peliadesannan nyelennia
tanah vang dilciasal dan diperginlan oleh kYl
dan puna memenuhi rasa leeadilan fnayiaialeal  serla
leepastion  hulam, lerutami tecall leeglatan [emletiviasl
Jalur Kereta Apl Hlasiun Bemmcatng Tawiiige Pelabhan
Tanjung  1omas Tahap 1, telah dibendul Tlhige Terpacdi
Penanganan Dampale Hoslal Kemasyarileatan (RRTHR IRTETE N S
Keputusan Gubernur Jawa Tengali Nomor SO0/ 1 Talinn
2023 tentang Tim Terpadu Dan Selagetarial Penangianan
Dampilk Sosial Kemnayaralatan Dalam Rangla Penyediaan
Tanah Untule Realctivasl Jalur Kereta Apl Stasiun Setnacarg
Taweang-Pelabuhan Tanjung Kooas Tahap 11

Menimbang i

b, bahwa sesual tahapan keglatan Penanganan Dampale Sosial
Kemasyarakatan Dalam  Ranghka Penyedinan Tanah Unteale
Reaktivasi Jalur Kereta Apl Stasiun Hemarang  Tawang
Pelabuhan Tanjung Bmas Tahap [ yang telah dilalcsanaloan,
Tim Terpadu telah menyusun rekomendasi  periberian
santunan kepada pihal yang berhale berdasnrlaan  hasil
penilaian Kantor Jasa Penilal Publile

e, bahwa berdasarlean ketentunn Pasnl 9 Peraturan Presicden
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampalk Soaial
Kemasyarakatan Dalam Ranglan Penyedinan Tanah Untuk
Pembangunan Nusional juncto Pasal 20 Peraturan Menterd
Agrarin  Dan  Tata  Runng/Kepaln  Badan  Pertanahnn
Nagional Nomor 6  Tahun 2020  tentang  Kelentuan
Pelaksananan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahuon 20108
tentang  Penanganan  Dampak  Soslal - Kemasyarakotion
Dalam Rangka Penyedinan Tanah  Untole Pembangiinan
Nasional, Gubernur menetapkan pemberian santunan pacda
kegiatan penanganan dampale sosial kemanyarakaton,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimalesud
dalam huruf a, huruf b, dan hurul ¢, perlu menetapkan
Keputusan  Gubernur  tentang  Pemberian — Santunan
Penanganan Dampak Sosial  Kemasyarolkatan  Dalam
Rangka Penyediann Tanah Untule Reaktivasi Jalur Kereta Api
Stasiun  Semarang  Tawang-Pelabuban  Tanjung  Emas
Tahap II,
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Undang Undang  Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor
O88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
fanah Bagl Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pbemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 130);
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g pPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
(Kelentuan  Pelaksananan  Peraturan Presiden Nqom.or
62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial

I tan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk

Kemagynt !
Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 "Nomor 414);

0 Peraturan G« rnur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018
tentang Petuinyuk Teknis Pelaksanaan Penanganar Dampak
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah
Untuk Pembangunan Nasional Di Provinsi Jawa Tengah
(Berita  Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Nomor 85);

Keputusan (' abernur Jawa Tengah Nomor 590/1 Tahun
2023 tentar. Tim Terpadu Dan Sekretariat Pcnanggnan
Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Realctivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang
Tawang-Pelabuhar, Tanjung Emas Tahap II;

10,

Berita Acara Pernyerahan Hasil Penilaian Laporan Penilaian
Terhadap 8 (Delapan) Bidang Bangunan Pada Kegiatan
Penanganan J)ampak Sosial Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyediaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kercta Api
Lintas Stasiun Semarang Tawang-Tanjung Emas Tahap II
(Paket JK-03.23) Nomor 101/SU/KJPP.ATR.01/III/2023
tanggal 28 Mare! 2023;

2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku
Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak  Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-
Pelabuhan Tanjiing Emas Tahap II Nomor 821/Sek/Perakim
tanggal 3 Apri 2023 perihal Rekomendasi Tim Terpadu
Penanganan unpak Sosial Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyewiaan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api
Stasiun  Scinarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas

Tahap II;

Memperhatikan y L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Pemberian Santunan Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk
Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan
Tanjung Emas Tahap II, dengan daftar penerima santunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan
Gubernur ini.

KEDUA ¢ Memerintahkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I
Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian
Perhubungan selaku Instansi yang mengajukan permohonan
penanganan  dampak  sosial kemasyarakatan untuk
menyiapkan dan melaksanakan pemberian santunan paling
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Pemberfnn mantuinan achagalinaim Atmaleatt dalam Al
WAL b e fee i ey ol il il Fpaninehal
pothanlonn pada Hanle Peraepal yang e lady olitetapalean ulet

foetun Thne Terpaehn o dleigan el aiame - dan (o vika

pemberian annionmn ke Db o Gepe o fving dadpan Bagiiran

I e prtusan Chuthernun il

Pelaloaanaan  pemberian  apntinan aehiaghimana dmadiand
Aot et KIETTOA dilaii oleh Thm T i dan chielilevnnige
apatat leamanan apabila diperhlean

Dalim hal terdapat penecima Baniinan yerg felah chitetapleear
diletum KIHATH e gl

sehapatmana  dimalesad - dalam
B ey, s

dunia sebelum pelalesannan pemberian
diberilean kepada ahli warin penerima Ann i

Pemberian santunan kepada ahll warls sebagalmana dlisdenid

dalam diktum KELIMA - dilalesnnilan wolelah  ahll  weris
melenplaapt herlean perayaratan Dt
A Sural Keteranpan Kemation Penerima S,

B Sl Keterangan Ahl Waris,

¢ Burnt Kuasa darl para ahll warls  penerima s
kepada  salah satn ahll waris - yang ditunjule ok
menerima santunan, dan

d. Kartu Tanda Pendudule dan Kartu Kelunrpgn alili waris
PENETTE Bt

Santunan yang belum  dapat diberilean feepadan muayaralond
penerims santunin webapgaimann  dimealesad - daliam et
KESATU  karenn  alasan-alasan  sebagaimana ot dalarmn
ketentuan Pagal 26 ayat (1) Peraturan Mentert Agraria o Tatn
Ruang/ Kepala Badan Pertanabian Nastonal Nomor 6 Tahun
2020 tentang Ketentuan  Pelaknanaan - Peraturan Mtealtden
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampile Houinl
Kemasyarakatan  Dalamn Rangla  Penyedigan Tanah  Untule
Pembangunan Nasional, dititiplean le Panle Pernepnl alas nam
Tim Terpadu,

Apabila masa kerja Tim Terpacdu telah beralhir dan vangy
santunan  belum  dinmbil oleh  pihale yang  berhak malen
penyelesninn  uang  santunan  yang dititiplean  sebapaimann
dimaksud  dalam  diktum  KETUJUL - dilaksanakan  oleh
Sekretaris  Daerah  Provinsl  Jawa  Tengah  dan  dapal
didelegasikan kepada Kepala Balai Telnilk Perleeretnnpinn Kelan
| Semarang Direltornt Jendernl Perkeretnapian Kementeriag
Perhubungan selaleu instansi yang mengajulian permobionan
penanganan dampalk sosinl kermanynralatun,

Masyarakat yang telah menerima santurnian we)ih melalelean
pengosongan  tanah  paling  lama 7 (tajul) - hard - sejulk
diterimanya santunan atau penitipan.
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KESEPULUH . Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada anggaran Balai Teknik
Perkeretaapian Kelas [ Semarang Dircktorat Jenderal
Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

KESEBELAS . Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

ALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Perhubungan Republik Indonesia,

Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah,;

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Tengah;

10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi

Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

14. Wali Kota Semarang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat Jenderal

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
16. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang

Pandanaran.

ROROTEIRONCIE SRRSO
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MEEKANISMIS DAN TATA CARA PIEMBISRIAN |
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANG

LAMPIRAN 11 et
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/16 TAHUN 2023

TIONTANCG
PEMBERIAN - SANTUNAN PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKA’I‘AN

DALAM  RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API
STASIUN SEMARANG TAWANG-
PIELABUNAN TANJUNG EMAS TAHAP 11

SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK

KA PENYEDIAAN TANAH UNTUK

REAKTIVASI JALUR KERETA API STASIUN SEMARANG TAWANG-
PELABUHAN TANJUNG EMAS TAHAP II

A. Persyvaratan Pemberian Santunan

It yang menguasal tanah yang akan

gantunan diberikan kepada masyarak
a Api Stasiun Semarang Tawang-

digunakan untuk Reaktivasi Jalur Keret
Pelabuhan Tanjung Emas Tahap 1L
Masyarakat sebagaimana  dimaksud pada angka 1 harus memenuhi
persyaratan sebapai berilut

Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat
10 (sepuluh) tahun secara terus menerus,

b, menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka
serta tidak dipanggu gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak
atas tanah dan/atau Kepala Desa setempat; dan

Tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian
Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka
Penyedinan Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang
Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II.

Bersedia menandatangani surat pernyataan yang diketahui Lurah Tanjung
Mas, Camat Semarang Utara dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I
Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
selaku Instansi yang memiliki tanah yang berisi :

Tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan pada
tanah milik Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Semarang Direktorat
Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;

h. Telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat
10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;

Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka,

a.

Gi
serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas
tanah dan/atau lurah setempat; dan

d. Bersedia melakukan pengosongan terhadap tanah yang telah dilakukan

pembayaran uang santunan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
uang santunan.

B. Mekanisme Pemberian Santunan

Il

Berdasarkan penetapan  Gubernur tentang Pemberian Santunan
penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk .Rcaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawan

Pelabuhan T.anjung Emas Tahap II, Balai Teknik Perkeretaapian Kel gi
Semarang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian gerhubunagsan

Dipindai dengan CamScanner



selaku instansi yang memiliki tanah melaksanakan pemnberian santunan
kepada musy:lrnl-{:u yang berhak menerima setelah memenuhi pereyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf A,

2. Santunan diberikan dalam bentuk uang melalui transaksi perbankan pada
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Semarang
Pandanaran berupa penyerahan buku rekening atas nama masyarakat yang
berhak dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

3. Pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim Terpadu dan Sekretariat
Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan serta aparat
keamanan apabila diperlukan.

4. Pemberian santunan dibuktikan dengan kuitansi bermaterai cukup dan
dibuat dengan rangkap 3 (tiga).

5. Pelaksanaan pemberian santunan didokumentasikan dengan foto/video/
sarana lainnya.

C. Tata Cara Pemberian Santunan

1. Tim Terpadu menyampaikan surat undangan kepada pihak yang berhzk
untuk menerima uang santunan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan pemberian santunan.

2. Undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat
pihak yang berhak, waktu dan tempat pelaksanaan pemberian santunan.

3. Verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan :

a. Penerima santunan dipanggil untuk menghadap petugas verifikasi
dengan membawa stopmap yang berisi kelengkapan berkas persyaratan
pemberian santunan dan menunjukan Kartu Tanda Penduduk asli.

b. Petugas verifikasi memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas
persyaratan serta mengecek kesesuaian data penerima santunan pada
berkas persyaratan tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk asli.

c. Pemeriksaaan petugas verifikasi tersebut selanjutnya dicatat pada
checklist Kelengkapan Persyaratan Pemberian Santunan.

d. Berkas persyaratan penerima santunan yang telah diverifikasi dan
dinyatakan lengkap disampaikan kepada petugas bank untuk
selanjutnya dilakukan pembayaran.

e. Berkas persyaratan penerima santunan yang telah diverifikasi dan
dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada penerima santunan dan
diminta untuk melengkapi.

f. Penerima santunan diberikan waktu untuk melengkapi berkas sampai
dengan batas waktu pelaksanaan pemberian santunan.

g. Apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan pemberian santunan
penerima santunan tidak dapat melengkapi berkas, maka pemberian
santunan dilaksanakan melalui mekanisme penitipan uang santunan.

4. Pemberian Santunan

a. Penerima santunan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan
diproses pembayarannya oleh petugas bank dalam bentuk buku
rekening atas nama penerima santunan dengan besaran nilai santunzan
sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Santunan
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyedi
Tanah Untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Semarang Tawang-
Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II.

b. Pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud pada huruf =a
dibuktikan dengan kuitansi bermeterai cukup penerimazan uang
santunan yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
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Nomor Bangunan

nRan ini menyatakan @

memiliki hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan pada
tanah milik Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Direktorat
jeral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;

Pelah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat
10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;

Menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka,
serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas
tanah dan/atau Lurah setempat; dan

Rersedia melakukan pengosongan terhadap tanah yang telah dilakukan
pembayvaran uang santunan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya

uang sanfunan atau penitipan.

Nidak

lon
l

ERIK

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada

paksaan dari pihak manapun juga.,

Semarang, .. ... .. S 2008

Yang Menyatakan
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DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA SANTUNAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEM?

SEMARANG TAWANG-

Na | No. Bangunan Pihak Yang Berhak Lama Penguasaan (Tzahun) Letak Tanah —— Besara
1 2 3 4 5 6 7 | 2
a. Nama a Rumah Tinggal ’
b. Tempat/Tanggal Lahir b. Rumah Usaha |
€. Jenis Keclamin c. Rumah Toko
d. Peckerjaan d. Rumah Kantor
c. Alamat ¢. Fasilitas Umum
f. NIK/No.KTP {. Lain-Lainnya |
1 1 a Lebih dan 10 Tahun RT 002 /RW 011 Rumah Tinggal
b a. Lantai 1 40.5 61.5 S
c. Perempuan b. Teras 21
d. Mengurus Rumah Tangga
(2
| |
! i
|
r» | s
2 2 a Lebih dari 10 Tahun RT 005/RW 011 Rumah Tinggal | ’
b._ a. Dak Cor 8 95 Kelengkeng I :
c. Laki-laki b. Garasi 1 21 |
d. Wiraswasta c. Garasi 2 18.5 |
€ d. Lantai 1 34,5 ( |
c. Lantai?2 41
3 I. Teras Lantai 1 6,5 '
g. Teras Lantai 2 6,5 |
|
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Fitsak Yang Berhak Lama Penguasaan (Tahun) Letak Tanah N2 T = — | B Vilai S
Jenis s T 1
§ T il Perm mi Perma \pak sar | S K
e J > € 8 ) B\ | 4 T
4 Nama il g B a. Rumah Tinggal — I N | | e — —
b Tempat/Tanggal Lahi b. Rumah Usaha [ [
¢ Jenis Kelamin ¢. Rumah Toko ‘ | }
v Pekdrjann d Rumah Kantor ‘ | |
e Alamat c. Fasilitas Umu ‘ ‘
[ NIK/No.XTP f Lain-Lainnya | |
A Lebih dar 10 Tahun RT 005 /RW 010 Rumah Tinggal
b a Lantal 1 8
¢ lak b Lantajf 2 i)
d Pedagang ¢ Teras Lantai | 0 |
« i 1 T antal 2 8,5 |
o T antal 2 ) |
: [
a Lehil dart 10 Tahun KT 004 /RW 010 Rumah Tinggal | | [ | | ]
v ARL bkl b Ruang Depan ) l | '
o Kanyawan Swasla ( Teras J ' |
.
|
!
I 1
. Lebih datt 10 Tahun KT O0G/RW 010 | Rumah Tingsa ‘ | | ) | [ [ ]
b A Lantal N4
: " G | s |
A Peisiinan o Toras Lantai ) \ ]
| - i
l
|
|
' | o
\ _ Lot dant 10 Tahun KT 006 KW 0 Rumah Tingsa ‘ ] I
1} v Lantal W | A 0
[FTYEE) W Lantai @ ] |
N Kanyawan Bwasta ¢ Teras Lantan b
[
|
|
|
|
|
[
{ { \ | \
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No. Bangunan

Pihak Yang Berhak

Lama Penguasaan (Tahun)

Letak Tanah

Bangunan

Tanaman

Luas (m2)

Besaran Nilai Santunan(Rp) —’

Jenls Jenis — Jumiah -
See SR Permanen Semi Permanen Besar Sedang Kecd
- 2 3 a 5 6 7 8 10 11 12 13 1a
0. Nama a. Rumah Tinggal
b, Tempat/Tanggal Lahir b, Rumah Usaha
€. Jenis Kelamin ¢. Rumah Toko
d. Pekerjann . Rumah Kantor
e, Alamat ¢. Fasilitas Umum
{. NIK/No KTP f. Lain-Lainnya
7 7 a. Fasilitas Umum (Mushola) Lebih dari 10 Tahun RT 006/RW 010 Terns 10.5 10.5
b
a.
.
€.
f.
8 B a, _ Lebih dari 10 Tahun RT 006/RW 010 Rumah Kantor 199.5 199.5
b,

¢, Perempunn
d. Mengurus Rumah Tangga

TOTAL NILAI SANTUNAN

ERNISR JA

£

A TE\ YAH,

)
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